BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai suatu instansi
pelayanan publik, bertugas menjalankan roda pemerintahan yang membina,
mengarahkan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Agar dapat menjalankan tugasnya tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten
Halmahera Selatan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kinerja yang profesional serta handal
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi wewenang pimpinan
untuk melakukan pembinaan, pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya
manusia dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan demikian agar dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka para
pegawai yang mengawaki organisasi tersebut (pemerintah daerah Kabupaten
Halmahera Selatan) memerlukan penataan, penertiban dalam mengelola pegawai
yang semakin meningkat kualitasnya kepada tujuan yang lebih terarah, berdaya
guna dan berhasil guna.

Salah satu upaya penataan atau penertiban sumber daya manusia yang
dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan
penetapan kebijakan pengembangan karier. Penetapan kebijakan pengembangan
karier ini adalah unuk memberikan acuan kepada para pegawai pemerintah daerah
Kabupaten Halmahera Selatan mengenai mekanisme dan jenjang kenaikan
pangkat atau golongan yang dapat diraih oleh para pegawai dilingkungan

pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Hubungan Pengembangan..., Roy Sadaralam, Magister Manajemen 2008



Meskipun telah ditetapkan suatu kebijakan mengenai pengembangan
karier pegawai, akan tetapi pada kenyataannya berjalan suatu mekanisme diluar
ketetapan yang telah ditentukan tersebut. Hal ini terjadi karena jabatan karier
semakin ke puncak semakin sedikit, sedangkan pegawai yang memenuhi syarat
untuk posisi dan jabatan tersebut jumlah nya cukup banyak. Keadaan ini tidak
menimbulkan masalah seandainya para pemegang keputusan dan para pegawai
yang berhak “bermain dengan jujur” dan mengikuti aturan yang berlaku.

Selain itu persaingan yang tidak sehat diantara para pegawai sendiri turut
memperkeruh mekanisme pengembangan karier yang ada. Akibatnya timbul suatu
“permainan” yang melibatkan “persekongkolan” sejumlah orang dalam
melicinkan jalan seorang pegawai untuk meraih posisi tertentu. Dalam permainan
ini, tidak bisa dihindari munculnya praktek suap, kolusi dan nepotisme antar
pegawai sehingga karier seseorang tidak lagi mengacu sepenuhnya pada
mekanisme pengembangan karier, akan tetapi mengacu terlebih dahulu kepada
hal tersebut diatas.

Adanya jenjang kenaikan karier yang diselimuti oleh hal semacam tersebut
diatas, membuat sejumlah pegawai menempuh hal serupa untuk melicinkan jalan
jenjang kariernya. Akibatnya persaingan untuk meraih karier yang diharapkan
menuju pada kondisi berdasarkan mekanisme kepagawaian yang ada dan
berdasarkan pada pertimbangan kinerja pegawai, cenderung menjadi tidak sehat
dan tidak mengacu pada sistem kepegawaian yang ada. Kondisi demikian
mengarah kepada istilah yang dikemukakan Soewardi (1996) sebagai “gejala non
achievement pattern,” artinya segala cara ditempuh yang terpenting tujuan bisa
certapai.

Sementara implementasi propgram cenderung bercirikan eksperimentasi
yang tak sitematis dan evaluasi kebijakan sering condong menjadi pembenaran
program. Kebijakan pengembangan karier dilingkungan pemerintah daerah

Kabupaten Halmahera Selatan masih belum optimal.
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Berdasarkan gambaran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “ Hubungan Pengembangan Karier dan Motivasi Kerja
terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan”. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat pengembangan karier,
merupakan suatu mekanisme yang akan dipakai oleh para pegawai untuk
menetapkan kenaikan pangkat atau jenjang kariernya. Oleh karena itu untuk
menyempurnakannya diperlukan kajian-kajian yang mampu membantu

menyempurnakan sistem tersebut.

1.2. Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang penelitian diatas menunjukkan bahwa itikad
baik dari pimpinan dengan menerbitkan kebijakan pengembangan karier sebagai
bagian dari pemberian motivasi kerja kepada pegawai belum tentu dapat
menjamin kepuasan kerja meningkat.
Untuk maksud tersebut maka diperlukan perumusan masalah yang akan

mengarahkan penelitian ini menuju pada hal-hal berikut :

1) Apakah terdapat hubungan antara pengembangan karir dengan
kepuasan kerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
selatan.

2) Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan
kerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera selatan.

3) Apakah terdapat hubungan antara pengembangan karier dan motivasi
kerja secara bersama-sama dengan kepuasan kerja.

4) Dari kedua variabel bebas tersebut variabel mana yang mempunyai

hubungan paling kuat dengan variabel terikat.
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian
Adapun maksud dari penyelenggaraan penelitian ini adalah untuk

mempelajari, mengetahui dan memahami :

1) Karakteristik eksternal maupun internal yang berkaitan dengan
hubungan pengembangan karier dan motivasi terhadap kepuasan kerja
pegawai sebagai elemen kinerja (performance) pegawai dilingkungan
kantor pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

2) Mendapatkan informasi objektif mengenai pengembangan karier dari
para pegawai ditingkat kantor pemerintah daerah Kabupaten
Halmahera Selatan meliputi, pelaksanaan serta konsistensi dan

kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.
1.3.2. Tujuan Penelitian
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

memahami mengenai :

1) Pengembangan karier pegawai dilingkungan pemerintah daerah

Kabupaten Halmahera Selatan.

2) Motivasi kerja pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten

Halmahera Selatan.

3) Kepuasan kerja pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten

Halmahera Selatan.
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1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini di harapkan dapat terungkap informasi

yang bermanfaat antara lain :

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara akademis yaitu

untuk :

)

2)

3)

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu
pemerintahan terutama yang berkaitan dengan menajemen

pemerintahan.

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah
Kabupaten =~ Halmahera  Selatan  mengenai  pelaksanaan
pengembangan karier yang telah dilaksanakan, dan kemungkinan
menyesuiakan pengembangan karier sedemikian rupa hingga
mengandung muatan keadilan, sistem kemitraan (collegial system)
dengan tidak terlepas dari ketentuan dan perundang-undangan,
yang pada gilirannya motivasi dan kepuasan kerja yang selama ini

dikeluhkan dengan segera akan meningkat kembali.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyusun
strategi dasar beserta landasan teori dan konsep yang mampu
memberikan masukan kepada pembuatan keputusan atau sebagai

bahan kajian lebih lanjut.
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b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis untuk

mengetahui, memahami dan mengerti dalam :

1) Pengaruh eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan
pegembangan karier pada pemerintah daerah Kabupaten
Halmahera Selatan.

2) Dapat dipakai oleh instansi atau dinas terkait untuk melaksanakan

pengembangan karier dilingkungan organisasinya
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